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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, baik penelitian kepustakaan maupun 

penelitian lapangan, serta pembahsan dan analisis yang telah penulis 

lakukan pada bab-bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yng 

merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini sebagai 

berikut : 

1. Pertanggung-jawaban produsen yang menghasilkan makanan yang 

mengandung zat berbahaya adalah sebagai berikut : 

Menurut ketentuan Undang – undang Nomor 8 tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen pasal 62, bagi produsen yang telah 

menghasilkan dan mengedarkan makanan yang mengadung zat 

berbahaya, dipidana penjara palin lama 5 (lima) tahun dan denda 

paling banyak Rp 2.000.000.000,- (dua miliyar rupiah). Dalam hal 

telah terjadi pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, 

cacat tetap, atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang 

berlaku. 

Menurut ketentuan yang berlaku di Dinas Kesehatan, Dinas 

Perindustrian, Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY), dan BPOM, 

dapat melalui dua jalur yakni, jalur perdamaian dan jalur hukum. 
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Apabila melalui jalur perdamaian antara produsen yang 

menghasilkan makanan yang mengandung zat berbahaya dan 

konsumen yang dirugikan saling berdamai satu sama lain. Produsen 

tersebut dapat meminta maaf atau membayar kerugian sesuai 

kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan melalui jalur hukum 

maka konsumen yang dirugikan dapat menggugat produsen yang 

menghasilkan makanan yang mengandung zat berbahaya tersebut ke 

pengadilan di daerah tersebut. Dengan melalui jalur hukum maka 

digunakan ketentuan Undang-undang yang berlaku. 

2. Langkah – langkah yang ditempuh dalam mengatasi beredarnya 

makanan yang mengandung zat berbahaya adalah sebagai berikut : 

Untuk mencegah beredarnya makanan yang mengandung zat 

berbahaya maka perlu dilakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada 

masyarakat tentang bahaya yang akan ditimbulkan akibat 

mengkonsumsi makanan yang mengandung zat berbahaya. 

Sedangkan untuk mengatasi beredarnya makanan yang mengandung 

zat berbahaya maka dilakukan pembinaan baik terhadap produsen 

maupun konsumen. Terhadap produsen diberikan pembinaan 

mengenai tindakannya karena dapat membahayakan nyawa orang 

lain, dan terhadap konsumen mengenai cara – cara yang tepat untuk 

menghindari makana yang mengandung zat berbahaya dengan 

mengenali ciri – cirinya. Selain itu juga dilakukan pengawasan, 
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monitoring, sidak, sampling makanan, premarket, posmarket serta 

pemeriksaan lapangan secara berkala. 

3. Kendala – kendala yang dihadapi dalam mengatasi beredarnya 

makanan yang mengandung zat berbahaya antara lain : 

Pemerintah kurang tegas dalam menyikapi serta menindaklanjuti 

kasus – kasus yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, 

sehingga kasus tersebut terus terjadi. Selain itu, kurangnya Sumber 

Daya Manusia atau tenaga kerja, kurangnya dana dan biaya dalam 

menunjang proses mengatasi beredarnya makanan yang mengandung 

zat berbahaya, serta kurangnya sarana dan prasarana yang 

mendukung juga menjadi kendala dalam mengatasi masalah ini. Dari 

segi masyarakat sendiri, masih kurang pengetahuan masyarakat 

mengenai zat tambahan yang dilarang, sehingga tidak dapat 

menghindari makanan yang mengandung zat berbahaya. 

Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian di atas adalah 

bahwa perbuatan mencampurkan zat berbahaya ke dalam makanan 

merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, 

dengan demikian cara efektif untuk mencegah dan mengatasinya 

adalah melalui jalur hukum. Penyelesaian dengan cara non hukum 

dinilai kurang tepat, karena tidak dapat menjamin kepastian hukum 

serta rasa keadilan bagi pihak korban. 

 

B. SARAN 
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1. Konsumen 

‐ Konsumen harus lebih teliti dalam membeli makanan, juga harus 

bisa membedakan makanan yang sehat dengan yang tidak layak 

dikonsumsi dengan cara mengetahui ciri – cirinya. 

‐ Konsumen harus menambah wawasannya khususnya mengenai 

bahaya – bahaya yang ditimbulkan akibat mengkonsumsi makanan 

yang mengandung zat berbahaya, agar lebih berani dalam 

memperjuangkan hak – haknya.   

‐ Konsumen juga harus lebih tahu tentang hak – haknya serta lebih 

kritis terhadap kasus – kasus yang berkaitan dengan produsen 

makanan yang mengandung zat berbahaya. 

2. Produsen  

‐ Produsen harus mengetahui bahwa perbuatan memproduksi 

makanan yang mengandung zat berbahaya merupakan perbuatan 

yang dilarang oleh hukum, agama serta norma kesusilaan. 

‐ Produsen harus menyadari bahaya yang akan timbul sebagai akibat 

dari perbuatannya yang dapat mengancam nyawa orang lain. 

‐ Meskipun tujuan utama para produsen adalah untuk mencari 

keuntungan namun harus dengan cara yang sehat. 

3. Pemerintah  

‐ Pemerintah harus lebih tegas dalam menindaklanjuti kasus – kasus 

yang berkaitan dengan produsen makanan yang mengandung zat 

berbahaya. 
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‐ Pemerintah harus lebih memperhatikan lembaga-lembaga 

berkaitan dengan perlindungan konsumen baik yang termasuk 

kedalam lembaga pemerintahan maupun lembaga swasta 

khususnya dalam bidang keuangan dan fasilitas. 

‐ Pemerintah lebih memperhatikan bidang pendidikan masyarakat 

untuk mewujudkan masyarakat indonesia yang Sumber daya 

Manusiannya tinggi. 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


